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ABSTRAK
Lisa Purnamasari

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN PERDAGANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
(Studi kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota

Pangkalpinang)

Skripsi, Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Tindak Pidana , Izin Usaha

Pada dasarnya pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan
warga negara Indonesia atau badan usaha yangberbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayahhukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang
Perdagangan.Izin usaha merupakan surat yang diberikan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang
perdagangan dan jasa. Tindak pidana secara umum merupakan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang
pelaku. Kejahatan atau tindak pidana dibidang perdagangan seperti pelaku usaha
yang tidak memiliki izin yang dilakukan oleh seseorang pelaku tidak luput dari
suatu pertanggungjwaban yang didapatkan akibat dari perbuatannya sendiri. Yang
menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku
usaha yang tidak memiliki izin perdagangan ditinjau dari Undang-undang Nomor
7 tahun 2014 tentang perdagangan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi
dinas perdagangan dalam menangani pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha
dikota pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris
dilakukan dengan studi lapangan dan metode pendekatan empiris.
Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin
perdagangan diKota Pangkalpinang dijerat dengan Pasal 106 jika ditinjau dari
Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Sedangkan dilihat dari
teori pertanggungjawaban pidana Pasal 106 tidak sesuai dengan penerapannya.
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ABSTRACT

Lisa Punamasari

Legal Analysis To Businesses That Do Not Have A Trade License In Trems Of
Law No. 7 Of 2014 On Trade

(In Services Trade Case Study Cities Pangkalpinang)

Thesis of law faculty , 2016

Keyword : Business, Crime, Business License

Basically understanding of businesses is every individual indonesian citizen
or business entity that is a legal entity or non-legal entity established and
domiciled in the territory of the republic of indonesia that conduct business
activities in the field of trade. The business license is a letter given by ministers or
officials appointed to entrepreneurs for doing business in the field of trade and
services. The criminal act is generally a tort committed intentionally or
unintentionally by an actor. Crime or a criminal act in the field of trade as
businesses that do not have the permission to do by someone perpetrators do not
escape accountability for obtained from a result of his actions sendir. The
formulation of the problem the problem is how the criminal responsibility of
businesses that do not have trade license in terms of law no. 7 of 2014 on trade
and what factors affecting services trade in menangni businesses that do not have
a business license in the city of pangkalpinang. The method used juridical
empirical done field studies and empirical approach . Metode criminal liability
businesses that do not have trade licenses in the city of pangkalpinang charged
with article 106 if the terms of law no. 7 of 2014 on trade. While the views of the
theory of criminal liability article 106 does not comply with the application.
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KATA PENGANTAR
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